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KESATU

KEDUA

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tenteng Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomar 1 Tahun 2008 tentang Anggaran

1

Pendapatan dan Belanaja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Anggaran Pengapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

12. Peraturan Bupati Bantu! Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan

Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabipaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

Membentuk Tim Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ( P2KP )

Kabupaten Bantul dengan susunan dan Fersonalia sebagaimana tersebut dafam Lampiran

Keputusan Bupati ini.
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. Tugas Tim Koordinasi Kabupaten :

memfasilitasi pelaksanaan P2KP di Kabupaten Bantul;

memberikan saran pemecahan apabila terjadi permasalahan ditingkat kecamatan dan
desa;

melaksanakan kegiatan monitoring dan evaiuasi P2KP di Kabupaten Bantul;

melakukan Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan P2KP dengan Dinas/Instansi dan
pelaku P2KP terkait;

mernbuat laporan akhir sebagai pertanggungjaw aban yang memuat pelaksanaan tugas,
hasil kegiatan serta hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan P2KP,

. Tugas Penanggung Jawab Operasional Kegiatan ( PJOK } :

memfasilitasi kelancaran pelaksanaan P2KP ditingkat desa;
mengkoordinasikan pelaksanaan P2KP ditingkat desa;

memberikan arahan dan solusi setiap permasalahan P2KP ditingkat desa;
membantu bimbingan teknis PzKP ditingkat desa;

bertanggung jawab atas pela'sanaan P2KP ditingkat desa;
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Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yin

Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta;
Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul,
Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
Kepala DPKAD Kabupaten Bantul;
Kepala Dinas PU Kab.Bantul;

Camat penerima P2KP;

Lurah Desa penerima P2KP;
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Yang bersangkutan ;
10. Arsip.
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BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUFATI BANTUL
NOMOR | 5 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN P'iNUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB
OPERASIONAL KEGIATAN ( PJOK ) PROGR AM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
D! PERKOTAAN ( PZKP ) IKABUPATEN BANTUL

BUPATI B.ANTUL

a. Bahwa dalam rangka penanggulang a1 dampak krisis ekonomi di perkotaan, Pemerintah
menempuh kebijaksanaan dan langkah-langkah dengan Program Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan { P2KP );

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Penunjukan Penanggung
Jawab Operasional Kegiatan ( PJOK ) program Penangguiangan Kemiskinan di

Perkotaan ( P2KP ) Kabupaten Bantul;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nejara,
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tanun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Masih

Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ientang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun- 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya

Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;




